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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan bentuk campur 

tangan pemerintah secara normatif untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh para pelaku usaha, dimana kegiatan usaha akan berimplikasi terhadap maju 

mundurnya neraca keseimbangan perekonomian Indonesia, terkait dengan 

pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Pengadaan barang/jasa pemerintah 

merupakan salah satu perwujudan persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-

undangan pengadaan barang/jasa adalah sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku, dan sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha 

yang berpartisipasi dalam persaingan usaha.  

Peneliti melakukan studi pustaka dalam penulisan hukum ini, yaitu tentang 

hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode 

yuridis normative, yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang 

relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, 

mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan 

hukum sekunder dari artikel maupun buku.  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai langkah pemerintah untuk mewujudkan 

persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa 

pemerintah telah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku agar terwujudnya 

persaingan usaha sehat.  
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